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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 19 TAHUN 2000 

TENTANG 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATL JEPARA, 

; 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, dan 
memperlancar terselenggaranya pelaksanaan pemerintaha, 
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Dess 
secars berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu 
menggali potensi dan mengatur Sumber-sumber Pendapatan 
Desa, 

b. bahwa untuk mak sud tersebut huruf a dipandang perlu 
menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan 
Daerah 

L. Undang-undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang 
Pembertukan Daerah-laerah Kabupaten Dularm Lingkungun 
Propinsi Jawa Tengah, 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), 

3. Lndang-ndang Nonor 25 Tahun 1999 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 

4. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 4 Tahon 1999 
tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi 
Menetri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang- 
undang Nomor Tahun 1979 tentang P'emerintaha Desa, 
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S. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahon 1999 
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan 
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dess dan 
Kelurahan, 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahu 1999 
tentang Pedoman Umum Pengaturan mengena Desa, 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JIEPARA 

ME MUTUSKAN 

Menetapkan PEKATURAN DAERAH KABUPATEN JEPAKA TENTANG 
SUMBER PENDAPATAN DESA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peratran Daerah int yang dimak sud dengan. 
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara, 
c. Bupati adalah Bupati Jepara 
d. Camat adalah camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa-desa yang 

bersagkutan, 
e. Lesa adalah kesatan masyarakat hekun yang memiliki kewenangan ntk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setcmpat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pererintahan Nasional dan 
berada di Daerah 

f Pemerintahan Dsa adalah kcgiatan pemerintahan yang dilaksanakan olch 
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, 

g Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa, 
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h. Badan Perwakila Dess vang selanjutnya disebut Pp adalah Bada Perwakilan 
yang terdiri atas pemauks-peruka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi 
mengayomi adat stadat, membuat Peraturan Dess, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraa pemerintahan des, 

I Peraturan Desa adalah semus Peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah 
mendapatkan persetjua BP]y 

j Sumber Pendapatan Des adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang 
bcrasal dan pemberan emcrintah, Pemcrintah Propinsi dan Pemcrintah Dacrab 
serta lain-la pendapatan yang sah dan tidak mengikat, 

k. Kekayaan Des adalah segal kekayaan dan sumber penghasilan bagi Des yang 
bersangk utan 

] Swadaya Massarak.at adalah kemampu dari suatu kelompok masyarskat 
dengan kesadaran dan iniszanit sendiri mengadakan saha kearah pemenuhan 
kcbutuhan jangka pendek mapun jangka panjang yang dirsakan dalam 
kelompok masyarakat it 

mPartisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam 
suatu program kegatan untuk mencapa hasit yang ditetapkan 

n. Gotong-royomg dalah beruk kerja ama yang sponlan dan sudah melembags 
scrta mengdung unsur-ungur timbal balik yang bersifat sukarcla antara warga 
Desa dan atau Warga Des dengan Pererintah Des untuk memenul kebutuhan 
yang insidentil matrpun herkclangsumgan dalarm rangk.a meningkalk.an 
kesejahteraan bersama bah maord mapun spnail 

o, Pungutan Desan adalah scgala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh 
pemerintahan Desa terhadap masvarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan 
sos4al ekonomi masyara#at dadam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan ang ditetaplan dengan Peraturan Desa 

BAB I 

ENIS SIMER PNDAPATAN DE8A 

Pasal 2 

Jens Samber Pendapatan Des tcrhr atas 
a. Pendapatan sh Dea yang mchipat 

) hasil usaha Desa, 
2) hasit kekavaan Desa 
3 hasil swadava dan Partis1pas 
4 hasil gotong-soy omg 
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(l) Pen,rolokR,r Surber l,cr&pala, l)ts dilakdi$ oleh Peorendiqn d*de
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5) pnngntan Des 
6) lam-lam Pendapatan si Desa yang sah 

b. Bantuan dan Pemerintah baerah vang meliputi 
1) bagian dari perolehan Papal dan Retribusi Daerah, 
2) bagian dari dana Pembagan Kcuangan Pusat dan Daerah yang diterima 

oleh Perch Daerah, 
c. Bantan dan Pemenntah Propimsi 
d Banfuan Pererintah 
e. Sumbangan dari pihak ketiga vang tidak mengikat 
f. Pinjaman Desa 
g. Pembagian keuntungan saha Badan Usaha Milik Desa 

BAB II 

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA 

Pasal 3 

(I Pengelolasn Samber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemenintah desa dan 
hasilnya men;adi Pendapatan Des 

(2) Pendapatan Dcsa scbagmare ark sud dalarm ayat () hikelola melalui 
Anggara. Pendapetan den Belia Desa yang digunakan sepenuhnya untuk 
menyelenggarakan pemenntaha. pembangnan dan kemasyarakatan di Dess. 

AB IV 

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER SUMBER 
PENDAPATAN DESA 

egan Pertama 
Pegcmbangan Samber-sumber Pendapatan Dcsa 

Pisa! 4 

Pengembangan terhadap umber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh 
Pemenatah Desa dan atau dukungan Pemerintah Daerah, Pemenntah Propinsi dan 
Pemertntah 
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Bogin Keds 
engawasan Pengelolaan Sumber Pendapatan Dess 

Pasal 5 

() engawdsan terhadap pen@clolaran somber pendapatan Desa sebagarena 
dimaksud dalsm pasal 2 dan pasal 3 dilakaukan oleh BPD dan atau lembaga 
pengawassn tungsianal tna 

(2) Hasil pengawasan scbagaimaana dial sud dalam ayat (I) disapaikan kcpada 
Pemerintsh Desa antuk ditinanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

BAB V 

#ENIS KEKAYAAN DESA 

esal 6 

(l) Jens Kekasvaa Desa scbagaimana dimaksul pada Pasal 2 hurt a 2) dapat 
mchputi 
a. Tanah-rana kas Desa 
b. Passe Des 
e. Langan Mht Des.a. 
d. Pemandian umum yang dirus Dess 
e. Obek rekreasi yang dirs Dess 
f. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola Dess 
g. Jalan Des 
h Kuburan Dos 

L.apagan Les 
Saluan air alik Desa 

(2 Tanah Ka Dess scbagaimaaa dmaksud dalam ayat (l) huruf a yang dialihkan 
epad pihaul lain areu fiparlakan ntuk proyek-proyek pembangunan, harus 
mendapatlan ganti berpa tnah dan ata usang yang senilai dengan Tanah Kas 
Desa yang dealihl an dengan mempertimbanqgkan kepentingan dan kemajuan 
pebanguaaa masvaralat Dos setempat 
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t stnsi ata pihak lain yang menggunakan atau merinjam Tanah Kas Dess 
jib memberikan kontribusi kepada Dess yang bersangkautan yang besar 

kecilya ditetapkan dalam Peraturan Dess 

AB V 

PUNGUTAN DES.A 

(l) Segala pungutan yang dimanfiatkan sebagai sumber pendapatan Desa baik 
berupa ang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan 
dengen Peraturan Dsa, 

() Pungutan scbagaimana dimaksud dalum ayat (I) adalah pungutar-pungutan 
yang betum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 
Daeradissuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan yang berlaku, 

3) Jen Pung»tan Desa antara lain 
a. Pungutan yang bersal dari iuran atau sum burn gun mnarsya.rat.k.al sesun 

dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan 
ehonom 
Punutan yang bcrasal dani ongkos cetak surat-surat keterangan dan 
adasttasi, 

c. Pngutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Dess sesuai dengan 
titiksi 

d. +nut Vang berascal dati transaksi perahihan hak atas tan.ah dan 
banganen osuai peraturan perundang- ndangan yang berlaku; 

e. Pgutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Dea 

4) lain pens pungutan scbagaimana dimaksud dalar ayat (3), Pemcrintah Desa 
opt melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk kegiafan sosial tertentu 
amng perstat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu. 

5) Pelaksnaa Pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Dess yang tata cara 
tan etugosnya drtetapkan dengan Keputusan Petinggi 
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BABVII 

PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN, 
STATUS HUKUM DAN ADMINISTRAST KEKAYAAN DESA 

Bagian Pertara 
Pergelolaan 

Keuangan Dess yang hasilnya berasal dani sumber Pendapatan Desa ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengelolast ya dilakukan oleh 
Pemeriotah Deso 

Bagan Kedua 
Pengadaan 

Pengadas kekayaen Desa dapat berssal dari 
u. Pembelian, 
b. Mendirikan bangunan milik Desa, seperti Pasar Desa, Permandian Umum, Balai 

Pertermuan Desa dan lain-lain 

Bagi Ketiga 
Peroleba. 

Pasal 10 

Perolchan kckayaan Dess dapat bcrasal dari 
a. Pemberian atau bantuan dari Pemerintah dan Pererintah Propinsi; 
b, Pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah 
c. Pemberian atau sumbangan dari pihak lain yang tidal mengikat 
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Bagian Keempat 
Pengembangan 

Pasal 1l 

(I) Pemerintah Desa bersama sama dengan BPD wajib melakukan saha 
pergemhangan terhadap kekayaan Desa 

(2) Pengembangan kekayaan desa sebagairmana dimsksud dalam ayat (I) dapat 
dilakukan sendiri olch Pemrintah Dcsa mapun mongadakan kerjasama 
dengan pihak lain yang saling menguntungk.an 

Bagia Kelira 
Status Hukum 

Pasal 12 

Semua sumber kekayan Dess sebagaimana dimaksud dalam pasa] 6 Status 
hukumnya merupakan milik atau aset Desa 

Bagan Keenam 
Administras Kekayaan Desa 

Pesal 13 

Date Administrasi kekayaan Dess sebagaimane dimaksud dalam asal 6 oleh 
Peerintah Desa dicatat dalam Daftar lventaris Keksyaan Dess 

BAB VIII 

PENGATURAN PERALIHAN FUNGSI KEKAYAAN DESA 

Pasal I4 

() Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (I) dilarang 
dialihkan kepada pihak lain. keuali mendapat persetujua BPD 

(2) Untuk menjamin agar Dess tidak dirugikan, maka sebelum dilakukan peralihan 
kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), harus diadakan 
penaksiran atau penetapan harga oleh panitia tingkat Desa dengan mengikut 
ertakan BPD 



(3) K.k.}n.n Dsr 
'ms 

dislihkr ko!{dtr linat hin $laSaiDr'{ dinaksud
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hsrl 15

Psulletr du Pensend,liaD brh.dap k k yu D.e e&srimD dimltrud
dslsr Psd 6 dilrluk!, oleb BPD ds .bu L.mh,!r ,a$*sg nrn8sio'al

BAB X

PEMBEII)AI'ILAN RITENSI DESA
DAI,AM ].'NNCXATKIN ItrNDAPATAN DESA

(l) Pedb.d4m tscmi Dsr d.lm ndiosldk0n p.n&pah D.s d!p!t
diLtukan d6gi, m.ndidkm Banar (r*h{ Milik D.q mchhlk{. ,injatu
d&o kerjMt dodlan pii&k lsh eu BlharNsia Lin ws san.

(2) Pmcritrbh D&eBn pe u medbe.ikm pelhari.n lcbih bnsd&p De$nesrug
ildak m.mitiki Tsnah Kas D6r &. D6s_d.sa l@ kusn mmpu drlan
Bish &n6.rda$kao NGtrri Desr su a ,neDu.rms taddnio d* vsg

KITFXTUAX PER-AIII{,{TI

Pasal 17

sunb€r FnddD.un drn kekiysa Llce ymg h€rpa h,n k3s rk rbn
Bmskok Pdinai den PcBnsk&i Des &bclun bonrkunls Ptur&
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(3) Kekayaan Desa yang dialihkan kepada pihak lain scbagaimana dimaksd 
dalam ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Dess, setelah mendapatkan 
persetujvan dati Bupati 

BAB IX 

PENAWASAN DAN PENGENDALIAN 
KEKAYAAN DESA 

Pasal 15S 

Pengawasan dan Pengendalien terhadap kekayaan Des sebagaiana dimak sud 
dslam Pasal 6 dilakukan oleh BPD dan atau Lembaga pengawasan fungsional 
lainnya 

BAB X 

PEMBERDAYAAN POTENS DESA 
DALAM MENTNGKATKAN PENDAPATAN DESA 

Pasal I6 

(I) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dapat 
dilakukan dengan mendirikan Baden saha Milik Desa, melakukan pinjaman 
dan kerjasama dengan pihak lain ata usahe-usaha lain yang sah. 

(2) Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap Dess-desa yang 
tidak memiliki Tanah Kas Desa dan Dess-desa yang kurang mampu dalarm 
rangka memberda yak.an potensi Desa gua menunang kemandirian desa ya0g 
bersangkutan 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 1T 

(I) umber pendapatan dan kekayvaan Lesa yang berupa tanah kas Desa atau 
Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa scbelum berlakunya Peraturan 

1 r 
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Flr*ensnow diator lebih lanrut oleh supiii.

Pral 19
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Daerah ini yang merupakan ponghasilan/gaji bagi Petinggi dan Perangkat Desa, 
ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Ali Dess 

(2) Penetapan Surber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
() berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kedudukan 
Keuangan Petinggi dan Perngkat Desa dan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan den Blanga Desa 

BA XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pesa! 18 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenan 
pelaksanaannya diatur lebih lajut oleh Bpati. 

Pass! 19 

Perturan Darah iti mulai berlak pada tanggal diundangkan 

Agar supaya setiap orang dapat engctahinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Ditetapkan di Jepara 
pada tagga 2 Deserber 2000 

BUPATI JEPARA 

piundangkan 
Padea tanggal 

di Jepare 
Desember 2000 

t. 
Dr. SOENARTO J 

Drs. HE.NDRO MAK TOI0 
Pembina TigkAt l 
NIP 010 072 015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 200O NOMOR A 

I 

' r 
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PFNJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I9 TAHUN 200O 

TENTANG 

SUMER PENDAPATAN DSA 

I. PENJELASAN UMUM 

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tefun 1999 alalah suatu 
kesatuan masyarskat hukwm vang meiliki kewenangan untuk mengatur dan 
men.gurus kepentingan masyarakat setmpat berdasarkan asal-usu! dan adat 
stiadat setempat yang dtakui dalam sistem emerintahen Nasional dan 
berads di Daerah Kabupaten 

Desa dapat melakukan perbuatan huknm, baik hukum pidana maupun 
hukaum perdata, memitiki kekavan harta benda dan bangunan, serta dapat 
dit~tut den menuntut di fengadilant 
Utuk itu Petinggi dangan persetujuan Badan Perwakilan Dess mempunya 

wenangan untuk meta±ran perbuatan huknm dan mengadakan perantan 
yang sashing mengufungi.aa 

UJntuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berupa 
egiatan pemerintahan dan pembangunan, desa meniliki sumber pendapatan 
berupa pendapatan ash doss. bantuan emeritah, Pereriutah Propinsi dan 
Peerintah Kgbupate Pendapatan Batuan yang sah, Sumbangan Piha.k 
Keriga dan Fimama Des 

Pergaturan aengonat umber pendapatan desa dimaksudkan untuk 
mengarahkan agar pemerintahamy lehh herdaya guns delem membiayai 
penvelenggnraan pemerintahan dan pembangunan desa serta upaya 
postarian sumber poapatan dcsa dan pongcmbanganya. Hal ini ponting 
dan unlak iperhathan karena pembiayaan merupakan bagian tal 
terpisahkan dari jalanma pomemimtahan dan pembangunan Desa 

ntuk meindaklajut pogatan smber pendapatan desa tersebuat diatas 
maks salah satu had yang harts dihaksoak.an olch daerah adalah menetapk.an 
Peraturan Daerah tentaag umber Pendapatan Desa 

' r 
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II. PENTELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasa 2 hurufa1) 

Cukap jelas 

Yang dimaksud 
desa adalah 
dilakkan oleh 

dengan hasil Usaha 
usahaeusaha yang 
Pererintahan Dess 

Pasal 2 huruf a2 s/d 6 

Pasal 2 hurfb 

Pasal 2 hruf c 

Pasal 2 hrof d 

Pasal 2 huruf e 

Pasal 2 hurff 

Pasal 3 s/'d 5 

dalam mangka meningkatkan 
Pendapatan Asli Dess sebagai Surber 
Pendapatan Dosa, soprti : Mondirikcan 
Pasar Desa / Kios, mendirikan 
bangunan untuk disewaka dan lain- 
lain usahs sesuai denga situasi kondisi 
massing-masing desa. 

Culp jelas. 

Bantuan dari Pemerintah Daerah 
ditentukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Bantuan dan; Pererintah Propinst 
daput berupea bagian dasri Pujuak dan 
Retribusi atau berupa bantuan lain 
yang ditentukan berdasarka Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Bantuan Pemerintah dapat berupa 
Ganjaran, Tunjangan Peaghasilam 
Apart Peerintah Desa, Dana 
Pembangunan Desa atau berup# 
bantuan lain sestsi denga Perturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Culp jelas 

Pelaksanoan Pinjaman Desa dapat 
dilakukan dengan berpedoman pada 
ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan yang berlakau. 

Cuwkp jelas 
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Pasal 6 ayat(1) 

Pasal 6 ayat (2) 
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Culp jelas 

Pengertian Proyel-proyek 
Pembagunan adalah Proyek 
Perbangunan yang dilaksnaka oleh 
Pererintah atau swasta Yang 
menujang program Pererintah atau 
keepertingan masyarakat misalnya 
untuk: 

Perbangunan sarana 
Pendidikan, Sosial Budaya dan 

• 

Perbangnan sarans Kesehatan 

Pembangunan sarana emerintah 
Desa, 
Pembangunan sarans Kantor 
Pemeritah Dess; 
Pemba guns Peruraha murah 
(Perumnas); 
Peningkatan 
pemanfaatan 
menu.karr), 
Dan Pembangunan lainnya yang 
bersifit uatuk kepentingan 
umu. 

Pengertian mendapatkan ganti berupa 
uang yang sen~lei dengan Tanah Kas 
Dess yang dialihkan, yaitu babwa uang 
yang diperoleh dari peralihan Tanah 
Kas Desa tersebut harus dibelikan 
taah Kas Desa yang dialihkan 
Yang dimaksud dengan 
mempertimbangkan adalah agar Desa 
yang melimpahkan tanahnya untuk 
proyele Peenbangunan tersebut tidak 
dirugikan, justru dengan adanya proyek 
pembangunan tersebut mendapatkan 
keuntungan atau ada nilai lebih. 
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Pasal 6 ayat (3) sld pasal 7 
yat(I) den 2) 

Pasal 7 ayat (3) huruf (a) 

Pwseal 7 ayat (3) huruf b 
sampai dengan huraf e 

Pasat 7 ayat (4) 

Pused 7 ayat (5) /d pesad 19 

Culp jelas. 

Yang diraksud Sumbangan iuran tau 
sumbengan masyarakat adalah yang 
benasal dari petai Pegawai Negeri, 
pegawai swasta, buruh, Pengusaha den 
lair-lain yang pemungutan ya 
discsuakan denga kernampuan 
masing-tasing. 

Cokup jelas. 

Bahwa setelah Pererintah Lesa 
melakukan puogutan karena keadead 
mendesak, teperti bencans ala, 
kebakaran yang sifitnys perlu segera 
mend.petkan penanganan wajib 
mempertangsung jawablan kepeda 
BPD. 

Cukup jeles. 

- 

I 
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